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ABSTRACT 
The development of information technology has led to an increase in second-hand buying and selling transactions through online 

platforms in Indonesia. Although offering convenience and accessibility, these transactions also carry various risks, especially 

regarding legal protection for consumers. This study aims to analyze the juridical aspects of consumer legal protection in online 

buying and selling of used goods, with a focus on the applicable regulations and the challenges faced in their implementation. This 

study uses a normative juridical method with a legislative approach and case studies. The results show that despite the existence 

of various regulations designed to protect consumers, such as Law No. 8/1999 on Consumer Protection and Government 

Regulation No. 80/2019 on Electronic Commerce, the implementation of legal protection in the context of buying and selling used 

goods online still faces significant obstacles. The main problems found are the lack of transparency of information, the lack of 

supervision of sellers, and difficulties in enforcing consumer rights when disputes occur. This study concludes that more specific 

regulatory adjustments and increased supervision are needed to ensure more effective protection for consumers in buying and 

selling second-hand goods through online platforms. In addition, educating consumers about their rights and enforcing their rights 

is also needed. 
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 ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan transaksi jual beli barang bekas melalui platform online di 

Indonesia. Meskipun menawarkan kemudahan dan aksesibilitas, transaksi ini juga membawa berbagai risiko, terutama terkait 

perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari perlindungan hukum konsumen 

dalam transaksi jual beli barang bekas secara online, dengan fokus pada regulasi yang berlaku dan tantangan yang dihadapi dalam 

penerapannya. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang dirancang untuk melindungi konsumen, seperti 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, penerapan perlindungan hukum dalam konteks jual beli barang bekas secara online masih 

menghadapi kendala signifikan. Masalah utama yang ditemukan adalah kurangnya transparansi informasi, minimnya pengawasan 

terhadap penjual, serta kesulitan dalam menegakkan hak-hak konsumen ketika terjadi sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

diperlukan penyesuaian regulasi yang lebih spesifik dan peningkatan pengawasan untuk memastikan perlindungan yang lebih 

efektif bagi konsumen dalam transaksi jual beli barang bekas melalui platform online. Selain itu, edukasi kepada konsumen 

mengenai hak-hak mereka serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan 

perlindungan hukum di era digital. 
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 PENDAHULUAN 

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat 

melakukan transaksi, termasuk dalam jual beli barang bekas. Platform online seperti marketplace 

dan media sosial menjadi sarana utama yang digunakan oleh konsumen dan penjual untuk 

melakukan transaksi ini. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses, 

beragam pilihan produk, dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan barang baru. Namun, 

meskipun transaksi jual beli barang bekas melalui platform online semakin diminati, praktik ini 

juga menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan perhatian dari sisi hukum. 

Konsumen yang membeli barang bekas secara online sering kali dihadapkan pada risiko 

yang lebih tinggi dibandingkan pembelian barang baru. Risiko tersebut meliputi kurangnya 

transparansi informasi mengenai kondisi barang, penipuan oleh penjual yang tidak bertanggung 

jawab, serta sulitnya menegakkan hak-hak konsumen ketika terjadi masalah, seperti produk yang 

tidak sesuai dengan deskripsi atau tidak dikirimkan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kesenjangan dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual 

beli barang bekas melalui platform online. 

Di Indonesia, perlindungan hukum konsumen diatur oleh beberapa regulasi, termasuk 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, penerapan 

regulasi ini dalam konteks jual beli barang bekas secara online masih menghadapi banyak 

tantangan. Salah satu isu utama adalah kesulitan dalam menerapkan standar perlindungan yang 

sama seperti pada transaksi barang baru, mengingat sifat barang bekas yang cenderung memiliki 

kondisi yang bervariasi dan sering kali dijual oleh individu yang bukan pelaku usaha formal. 

Latar belakang ini mendorong pentingnya analisis yuridis terhadap bagaimana regulasi 

yang ada saat ini melindungi konsumen dalam transaksi jual beli barang bekas melalui platform 

online, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian regulasi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai 

perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen di era digital, serta mengusulkan langkah-

langkah untuk meningkatkan keamanan dan keadilan dalam transaksi jual beli barang bekas secara 

online. 

Perlindungan hukum konsumen merupakan bagian penting dari hukum ekonomi yang 

bertujuan melindungi hak-hak konsumen dalam hubungan hukum antara produsen atau penjual 

dan konsumen. Teori ini berfokus pada upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan 

yang sering kali bersifat asimetris, di mana konsumen berada pada posisi yang lebih lemah 

dibandingkan pelaku usaha. 

Beberapa teori yang mendasari perlindungan hukum konsumen antara lain: 

1. Teori Keadilan (Justice Theory) 

Prinsip Keadilan: Teori ini didasarkan pada prinsip keadilan distributif, di mana hak dan kewajiban 

antara pelaku usaha dan konsumen harus ditata sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan 

yang adil. Perlindungan hukum konsumen berupaya memastikan bahwa konsumen mendapatkan 

hak-hak yang setara dan tidak dirugikan dalam transaksi. 
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Implikasi Hukum: Dalam konteks hukum, teori ini mengarah pada pembuatan aturan yang 

memastikan bahwa konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha yang lebih kuat secara 

ekonomi dan informasi. 

2. Teori Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Theory) 

Tujuan Utama: Teori ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah respons terhadap 

ketidakseimbangan dalam pasar di mana konsumen sering kali tidak memiliki informasi yang 

memadai, kurang memiliki daya tawar, dan rentan terhadap praktik-praktik curang. 

Fokus Hukum: Regulasi yang dibuat berdasarkan teori ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan khusus kepada konsumen melalui berbagai mekanisme, seperti pengawasan produk, 

kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, dan penyediaan lembaga penyelesaian 

sengketa konsumen. 

3. Teori Kesetaraan (Equality Theory) 

Kesetaraan dalam Transaksi: Teori ini mengadvokasi bahwa dalam setiap transaksi, konsumen dan 

pelaku usaha harus diperlakukan setara. Oleh karena itu, hukum harus berfungsi untuk mengurangi 

ketimpangan yang terjadi akibat perbedaan informasi dan posisi tawar. 

Penerapan Hukum: Hukum perlindungan konsumen berdasarkan teori ini cenderung 

memberdayakan konsumen agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan berani 

menuntut hak-haknya. 

4. Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty Theory) 

Pentingnya Kepastian Hukum: Teori ini menekankan bahwa perlindungan konsumen harus 

didasarkan pada kepastian hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Konsumen harus dapat 

mengandalkan hukum untuk melindungi hak-hak mereka jika terjadi sengketa. 

Konsekuensi Hukum: Hukum perlindungan konsumen menurut teori ini berusaha memastikan 

bahwa aturan-aturan yang ada jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif, sehingga 

konsumen tidak dibiarkan dalam ketidakpastian. 

5. Teori Paternalistik (Paternalistic Theory) 

Pendekatan Paternalistik: Teori ini mendasari perlindungan konsumen dengan asumsi bahwa 

negara atau pihak yang lebih berkompeten harus campur tangan untuk melindungi konsumen dari 

risiko yang mungkin tidak mereka pahami sepenuhnya. 

Regulasi yang Protektif: Berdasarkan teori ini, hukum sering kali memberikan perlindungan ekstra 

kepada konsumen, misalnya melalui pembatasan iklan yang menyesatkan, regulasi kualitas 

produk, dan kontrol harga barang-barang kebutuhan pokok. 

Aplikasi dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia: 

Di Indonesia, teori-teori ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti: 

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengatur hak-

hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa 

konsumen. 
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• Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik: Mengatur transaksi elektronik, termasuk perlindungan bagi konsumen dalam 

transaksi online. 

Dengan menggunakan teori-teori tersebut sebagai dasar, analisis yuridis terhadap perlindungan 

hukum konsumen dalam transaksi jual beli barang bekas melalui platform online dapat 

memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan praktik yang 

ada. 

Teori Transaksi Jual Beli Barang Bekas 

1. Teori Transaksi Ekonomi (Economic Transaction Theory) 

Prinsip Dasar: Teori ini menganggap bahwa setiap transaksi jual beli, termasuk barang bekas, 

adalah hasil dari pertukaran ekonomi antara pihak penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, nilai 

barang bekas dipertimbangkan berdasarkan kondisi fisik, umur, dan nilai pasar saat ini. 

Aspek Hukum: Transaksi barang bekas biasanya melibatkan penilaian risiko yang lebih tinggi 

dibandingkan barang baru. Teori ini menekankan pentingnya penilaian yang transparan dan 

kejelasan informasi tentang kondisi barang untuk memastikan kesetaraan dalam pertukaran. 

2. Teori Nilai dan Depresiasi (Value and Depreciation Theory) 

Konsep Depresiasi: Barang bekas mengalami depresiasi nilai seiring dengan usia dan kondisi 

penggunaannya. Teori ini menjelaskan bagaimana nilai barang bekas menurun dari waktu ke 

waktu dan bagaimana hal ini mempengaruhi harga jual. 

Penerapan Praktis: Dalam transaksi jual beli barang bekas, penting untuk mengidentifikasi dan 

menyepakati nilai depresiasi barang untuk menentukan harga yang adil antara penjual dan pembeli. 

3. Teori Kewajiban Pengungkapan (Disclosure Obligations Theory) 

Prinsip Pengungkapan: Teori ini menyatakan bahwa penjual barang bekas memiliki kewajiban 

hukum untuk mengungkapkan informasi yang relevan mengenai kondisi barang kepada pembeli. 

Pengungkapan ini meliputi cacat yang ada, riwayat penggunaan, dan potensi masalah. 

Implementasi: Kewajiban pengungkapan bertujuan untuk melindungi konsumen dari penipuan dan 

misrepresentasi dalam transaksi barang bekas. Ini penting untuk menciptakan transparansi dan 

kepercayaan dalam transaksi. 

4. Teori Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Theory) 

Fokus Perlindungan: Teori ini menyarankan bahwa perlindungan konsumen harus melibatkan 

upaya untuk melindungi konsumen dari risiko dan ketidakadilan dalam transaksi, termasuk dalam 

jual beli barang bekas. Perlindungan ini meliputi hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan 

deskripsi dan hak atas pengembalian atau perbaikan jika barang tidak sesuai. 

Regulasi: Hukum perlindungan konsumen di banyak negara, termasuk Indonesia, mencakup aspek 

perlindungan dalam transaksi barang bekas untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan 

konsumen. 

5. Teori Kontrak dan Kewajiban (Contract and Obligations Theory) 
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Prinsip Kontrak: Teori ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli barang bekas didasarkan pada 

kontrak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak ini mencakup 

kesepakatan mengenai harga, kondisi barang, dan ketentuan pengembalian atau klaim garansi. 

Aplikasi: Dalam transaksi barang bekas, kontrak harus mencakup semua detail yang relevan untuk 

menghindari sengketa. Kewajiban pihak penjual untuk memastikan bahwa barang sesuai dengan 

deskripsi dan kewajiban pembeli untuk melakukan pemeriksaan sebelum membeli juga penting 

dalam teori ini. 

6. Teori Kepercayaan (Trust Theory) 

Peran Kepercayaan: Transaksi barang bekas, terutama melalui platform online, sering kali 

bergantung pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Teori ini menyarankan bahwa 

kepercayaan memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi dan mengurangi risiko. 

Strategi Membangun Kepercayaan: Penjual dapat membangun kepercayaan dengan memberikan 

informasi yang jelas dan akurat tentang barang, serta menyediakan garansi atau kebijakan 

pengembalian yang adil. 

7. Teori Risiko dan Manajemen Risiko (Risk and Risk Management Theory) 

Identifikasi Risiko: Teori ini menyarankan bahwa transaksi barang bekas melibatkan berbagai 

risiko, seperti risiko kualitas dan risiko hukum. Manajemen risiko dalam transaksi ini mencakup 

strategi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko-risiko tersebut. 

Strategi Manajemen: Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang sebelum transaksi, 

menggunakan jaminan atau asuransi, dan memiliki perjanjian tertulis adalah beberapa cara untuk 

mengelola risiko dalam jual beli barang bekas. 

Aplikasi dalam Jual Beli Barang Bekas di Indonesia: 

Di Indonesia, teori-teori ini diterapkan dalam berbagai peraturan dan praktik: 

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengatur 

kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan melindungi hak-hak 

konsumen. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik: Mengatur transaksi jual beli online, termasuk barang bekas, dengan penekanan 

pada transparansi dan perlindungan konsumen. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

studi kasus Pendekatan penelitian yang fokus pada analisis dan penafsiran norma-norma hukum 

yang tertulis. Metode ini berusaha untuk memahami aturan hukum yang berlaku, bagaimana 

norma-norma tersebut diterapkan, serta implikasinya dalam konteks hukum. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masalah Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas melalui 

Platform Online di Indonesia 

1. Kurangnya Transparansi Informasi 

Deskripsi Masalah: Konsumen sering kali menghadapi masalah dalam mendapatkan informasi 

yang lengkap dan akurat mengenai kondisi barang bekas yang dibeli melalui platform online. 

Penjual mungkin tidak selalu mengungkapkan cacat atau masalah barang secara jujur. 

Dampak: Kurangnya transparansi dapat menyebabkan konsumen membeli barang yang tidak 

sesuai dengan deskripsi atau dalam kondisi buruk, mengakibatkan kerugian finansial dan 

ketidakpuasan. 

2. Kesulitan dalam Verifikasi Identitas Penjual 

Deskripsi Masalah: Platform online sering kali tidak menyediakan cara yang memadai untuk 

memverifikasi identitas dan kredibilitas penjual. Ini meningkatkan risiko penipuan oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab. 

Dampak: Konsumen dapat menjadi korban penipuan, di mana mereka membayar untuk barang 

yang tidak pernah dikirim atau barang yang tidak sesuai dengan deskripsi. 

3. Tanggung Jawab dan Kewajiban Hukum Penjual 

Deskripsi Masalah: Regulasi yang ada mungkin tidak secara jelas mengatur tanggung jawab 

penjual barang bekas dalam transaksi online, termasuk kewajiban untuk memberikan garansi atau 

layanan purna jual. 

Dampak: Ketidakjelasan mengenai tanggung jawab penjual dapat menyulitkan konsumen dalam 

mengajukan klaim atau meminta kompensasi jika barang yang dibeli tidak memadai atau 

mengalami masalah. 

4. Keterbatasan Regulasi dalam Menangani Barang Bekas 

Deskripsi Masalah: Peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, mungkin tidak cukup spesifik dalam menangani isu-isu yang berkaitan 

dengan barang bekas, terutama dalam konteks transaksi online. 

Dampak: Tanpa regulasi yang jelas dan spesifik, perlindungan hukum bagi konsumen dalam 

transaksi barang bekas bisa menjadi lemah dan tidak memadai. 

5. Proses Penyelesaian Sengketa yang Rumit 

Deskripsi Masalah: Mekanisme penyelesaian sengketa untuk transaksi online sering kali rumit dan 

tidak selalu efisien. Konsumen mungkin menghadapi tantangan dalam mengajukan klaim atau 

mencari resolusi terhadap masalah yang timbul. 

Dampak: Kesulitan dalam menyelesaikan sengketa dapat mengurangi kepercayaan konsumen 

dalam bertransaksi dan mengakibatkan frustrasi serta kerugian tambahan. 

6. Perlunya Edukasi Konsumen 

Deskripsi Masalah: Banyak konsumen tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau cara 

melindungi diri mereka dalam transaksi jual beli barang bekas secara online. 
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Dampak: Kurangnya pengetahuan dapat membuat konsumen lebih rentan terhadap penipuan dan 

ketidakadilan dalam transaksi. 

7. Masalah Implementasi Teknologi 

Deskripsi Masalah: Beberapa platform online mungkin tidak memiliki sistem yang memadai untuk 

menangani pengembalian barang, klaim garansi, atau komunikasi yang efektif antara pembeli dan 

penjual. 

Dampak: Implementasi teknologi yang tidak memadai dapat memperburuk masalah perlindungan 

konsumen, membuat proses klaim dan pengembalian menjadi tidak efisien. 

8. Perlindungan Data Pribadi 

Deskripsi Masalah: Transaksi online melibatkan pengumpulan data pribadi konsumen yang 

mungkin tidak selalu dilindungi dengan baik, menambah risiko pelanggaran privasi atau 

penyalahgunaan data. 

Dampak: Pelanggaran data pribadi dapat merugikan konsumen dan menambah beban masalah 

hukum yang harus mereka hadapi. 

 

Solusi terhadap Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas 

melalui Platform Online di Indonesia 

1. Penguatan Regulasi dan Penyesuaian Peraturan 

Pembaruan Peraturan: Perlu ada penyesuaian dan pembaruan dalam peraturan perundang-

undangan untuk mencakup aspek-aspek khusus dari transaksi barang bekas melalui platform 

online. Peraturan harus jelas mengenai tanggung jawab penjual, hak-hak konsumen, dan 

mekanisme pengembalian barang. 

Regulasi Khusus: Mengembangkan regulasi khusus yang mengatur transaksi barang bekas secara 

online, termasuk kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang akurat tentang kondisi 

barang, serta pengaturan garansi dan layanan purna jual. 

2. Peningkatan Transparansi Informasi 

Standar Informasi: Menetapkan standar yang mengharuskan penjual untuk memberikan deskripsi 

yang jelas dan komprehensif tentang kondisi barang bekas, termasuk foto yang representatif dan 

informasi tentang cacat atau kerusakan. 

Sistem Penilaian dan Ulasan: Mendorong penggunaan sistem penilaian dan ulasan yang 

memungkinkan pembeli untuk menilai dan memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka 

dengan penjual dan barang. 

3. Verifikasi Identitas Penjual 

Proses Verifikasi: Implementasikan proses verifikasi identitas yang lebih ketat untuk penjual di 

platform online. Ini dapat mencakup verifikasi dokumen identitas dan riwayat penjual. 

Tanda Pengakuan: Memberikan tanda atau sertifikasi kepada penjual yang telah melalui proses 

verifikasi dan memenuhi standar tertentu. 

4. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa 
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Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Memperbaiki dan menyederhanakan mekanisme penyelesaian 

sengketa dalam platform online, termasuk penyediaan layanan mediasi dan arbitrase yang efisien. 

Aksesibilitas: Menyediakan akses yang mudah bagi konsumen untuk mengajukan klaim dan 

mendapatkan bantuan hukum jika terjadi sengketa. 

5. Edukasi dan Sosialisasi kepada Konsumen 

Program Edukasi: Mengembangkan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen 

mengenai hak-hak mereka, cara memeriksa barang bekas, dan langkah-langkah yang harus diambil 

jika menghadapi masalah. 

Informasi Terbuka: Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai cara 

melindungi diri dalam transaksi online dan cara melaporkan penipuan atau pelanggaran. 

6. Penerapan Teknologi untuk Perlindungan Konsumen 

Platform Teknologi: Mengintegrasikan teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi barang 

bekas secara otomatis dan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi barang. 

Sistem Keamanan: Meningkatkan sistem keamanan di platform online untuk melindungi data 

pribadi konsumen dan mencegah pelanggaran privasi. 

7. Kebijakan Pengembalian dan Garansi 

Kebijakan Pengembalian: Menetapkan kebijakan pengembalian yang adil dan transparan untuk 

barang bekas, termasuk prosedur yang jelas untuk pengembalian barang yang tidak sesuai atau 

cacat. 

Garansi: Menyediakan opsi garansi untuk barang bekas, jika memungkinkan, untuk memberikan 

perlindungan tambahan kepada konsumen. 

8. Kolaborasi antara Pemerintah, Platform, dan Konsumen 

Kemitraan: Mendorong kemitraan antara pemerintah, penyedia platform online, dan organisasi 

konsumen untuk mengembangkan dan menerapkan solusi perlindungan hukum yang efektif. 

Pengawasan dan Penegakan: Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran yang terjadi dalam transaksi jual beli barang bekas untuk memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan yang ada. 

 

 

 KESIMPULAN 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang 

lebih aman dan adil bagi konsumen dalam transaksi jual beli barang bekas melalui platform online. 

Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki mekanisme 

penyelesaian sengketa, perlindungan hukum konsumen dapat ditingkatkan, sehingga 

meningkatkan kepercayaan konsumen dan integritas pasar online. 
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